
BUPATI TUBAN 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI TUBAN 

NOMOR 7 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN 2018 

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TUBAN 

TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

BUPATI TUBAN, 

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 188 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21  

Tahun 2 0 1 1 ,  maka dalam rangka pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2019; 

Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;  

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

7 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang­ 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614) ;  

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017  

Nomor 73 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia N omor 6041) ;  

13 .  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 16  

Tahun 2 0 18  tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

14 .  Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

15 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali, dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018  

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  ten tang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

17 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015  

ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015  ten tang Pembentukan Produk Hukum Darah; 

18.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;  

19 .  Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 

2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E 

Nomor 21 ) ;  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN 2018 TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TUBAN 

TAHUN ANGGARAN 2019 .  

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati 

Tuban Nomor 88 Tahun 2018  tentang Pedoman Penyusunan 

dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Ka bu paten Tu ban Tahun Anggaran 2019 di ubah sebagai 

berikut: 
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Ketentuan BAB IV Huruf A nomor 4 dan huruf B Nomor 4 

diubah sehingga BAB IV Huruf A nomor 4 dan huruf B 

berbunyi sebagai berikut: 

BAB IV HURUF A DAN HURUF B 

A. Azas Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD 

1 .  Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah 

dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan 

daerah dikelola dalam APBD; 

2. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut 

dan/ a tau menerima pendapatan daerah wajib 

melaksanakan pemungutan dan/ atau penerimaan 

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan; 

3. Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk 

membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh 

peraturan perundang-undangan; 

4. Penerimaan SKPD berupa uang atau eek disetor ke 

rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari 

kerja, kecuali Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit 

Penerimaan dengan kondisi tertentu; 

5. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD 

merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran 

belanja; 

6. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran 

belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia 

atau tidak cukup tersedia dalam APBD; 

7. Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas 

beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang 

telah ditetapkan dalam APBD; dan 

8. Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip 

hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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B. Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah 

Anggaran Pendapatan Daerah dalam satu Tahun Anggaran 

meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas 

umum daerah yang menambah ekuitas dana, merupakan 

hak daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan tidak perlu 

dibayar kembali oleh daerah. Dalam rangka mengoptimalkan 

pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan 

retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan 

kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak 

daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak 

daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan 

kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah 

kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta 

pengawasan penyetorannya.dengan penegasan sebagai 

berikut: 

1 .  Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui 

rekening kas umum daerah; 

2. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD 

merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang 

dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan 

memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya; 

3. Pendapatan daerah dikelompokkan atas: 

a. Pendapatan Asli Daerah; 

b. Dana Perimbangan; dan 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

4. Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib 

mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi 

wewenang dan tanggung jawabnya serta menyetorkan ke 

Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah 

pemungutan dan Buku Kas Umum Penerimaan ditutup, 

kecuali Puskesmas Bangilan, Puskesmas Prambon 

Trenggayang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban 

disetorkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah 

pemungutan dan Buku Kas Umum Penerimaan ditutup; 
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5. Dalam rangka meningkatkan peneriman Daerah, Satuan 

Kerja pemungut harus dapat merealisasikan target 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) minimal yang telah 

ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) tiap Tahun Anggaran dengan tahapan 

sebagai berikut: 

a. Sampai dengan triwulan I 

perseratus) 

b. Sampai dengan triwulan II 

puluh perseratus) 

c. Sampai dengan triwulan III 

lima perseratus) 

d. Sampai dengan triwulan IV 

40% 

100% 

(empat 

(seratus 

75% (tujuh puluh 

15% (lima belas 

perseratus) 

6. SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah kecuali diatur 

khusus oleh Peraturan Perundangan; 

7. Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang 

lengkap dan sah; 

8. Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan 

nama dan dalarn bentuk apapun yang dapat dinilai 

dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari 

penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/ atau 

pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan 

bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai 

penyimpanan dana anggaran pada bank serta 

pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas 

kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah; 

9. Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan 

dengan membebankan pada pendapatan yang 

bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang 

terjadi dalam tahun yang sama dan harus didukung 

dengan bukti yang lengkap dan sah; 
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10.  Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi 

pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja 

tidak terduga dan harus didukung dengan bukti yang 

lengkap dan sah; dan 

_ 1 1 .  Semua pendapatan dana perimbangan melalui rekening 

kas umum daerah dicatat sebagai pendapatan daerah. 

Pasal II 

Perubahan Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Perubahan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban. 

Ditetapkan di Tuban 

pada ta ggal 22 Ma.re t 211, 

BUPA I TUBAN, 

Diundangkan di Tuban 

pada tanggal 22 11.aret 2e1, 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TUBAN, 

B6:JANA 
BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2019 SERI B NOMOR -'6 


